MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 11 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

1

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara
di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara

di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);



Menetapkan :

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
837);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun
2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan
tanggungjawab Pengelolaan Barang Milik Negara di
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1000);

8. Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.



Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah bentuk
pertanggungjawaban penyedia barang/jasa kepada
pejabat pembuat komitmen atas hasil pekerjaan yang
telah selesai secara fisik 100% (seratus persen) serta
dituangkan di dalam berita acara.

Serah Terima Operasional adalah tindak lanjut dari serah
terima pekerjaan untuk yang akan dioperasionalkan oleh
Badan Usaha Milik Negara, dan pihak Ilain serta
dituangkan di dalam berita acara.

Serah Terima Sementara adalah serah terima dengan
kondisi yang sifatnya mendesak untuk pelayanan
kepentingan umum dari kuasa pengguna anggaran
kepada unit kerja yang mengoperasionalkan terhadap
hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau
pinjaman hibah luar negeri yang secara fisik telah selesai
100% (seratus persen) dan dapat dimanfaatkan, serta
dituangkan ke dalam Berita Acara dengan masa berlaku
6 (enam) bulan.

Serah Terima Aset adalah bentuk Serah Terima sebagai
tindak lanjut dari penghapusan dengan skema
pemindahtanganan dan dilakukan setelah terbitnya
Keputusan Penghapusan.

Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan adalah biaya yang timbul
mulai dari proses perencanaan hingga barang tersebut
siap untuk dioperasionalkan yang mencakup dan tidak
terbatas pada biaya perencanaan, biaya pengadaan, biaya
pengawasan, biaya konstruksi, pengembalian kelebihan
biaya.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
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11.

12.

13.

14.

15.

pada Kementerian Perhubungan.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB
adalah kepala kantor/satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan.

Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik
Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah
sub sistem dari sistem akutansi instansi yang
merupakan serangkaian prosedur  yang saling
berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan
neraca dan laporan BMN serta laporan sumber daya
manusia dan/atau manajemen lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pejabat Pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang mendapat limpahan
wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan
perundang-undangan untuk mengajukan permohonan
pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang di tingkat
Kanwil DJKN atau KPKNL.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
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Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
Pejabat Eselon | adalah sekretaris jenderal, inspektur
jenderal, direktur jenderal dan kepala badan di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkat Satker adalah
unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
melaksanakan kegiatan Kementerian Perhubungan dan
memiliki kewenangan serta tanggung jawab penggunaan
anggaran.

Satker Sementara adalah Satker yang dibentuk untuk
mempercepat suatu pekerjaan yang mempunyai DIPA
dan dipimpin oleh seorang KPA tetapi bukan pejabat
definitif.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi
induknya.

Kepala Satker adalah pimpinan UPT dan pimpinan eselon
Il di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan.
Pimpinan UPT adalah pimpinan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pejabat Eselon Il di Lingkungan Kantor Pusat adalah
Kepala Biro Umum, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat
Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris
Badan, Sekretaris KNKT, dan Ketua Mahkamah
Pelayaran.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perhubungan.



BAB I
RUANG LINGKUP DAN OBJEK
Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Serah Terima BMN dalam Peraturan Menteri

ini terdiri atas:

a.

b
C.
d

2

Serah Terima Hasil Pekerjaan;
Serah Terima Sementara,
Serah Terima Operasional; dan

Serah Terima Aset.

Bagian Kedua
Objek

Pasal 3

Objek Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Serah Terima

Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

berupa BMN.

Objek vyang dilakukan Serah Terima Operasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa

BMN vyang sejak dalam proses perencanaannya

diperuntukkan untuk diserahkan kepada BUMN.

Objek yang dilakukan Serah Terima Aset sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa:

a. BMN yang diserahkan kepada unit kerja lain di
lingkungan Kementerian Perhubungan;

b. BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada
Pengguna Barang lainnya;

c. BMN vyang dihibahkan kepada pemerintah
daerah/pihak lain setelah mendapat persetujuan
dari Pengelola Barang;

d. BMN yang menjadi penyertaan modal pemerintah
pusat setelah terbit peraturan pemerintah tentang

penambahan penyertaan modal negara;
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e.. BMN vyang merupakan tindak Ilanjut hasil
pemanfaatan setelah mendapat persetujuan dari
pengelola barang; atau

f. BMN yang merupakan tindak lanjut penghapusan
dengan pemindahtanganan setelah terbit risalah
lelang dari Pengelola Barang.

Ketentuan mengenai jenis BMN berdasarkan pada

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

BAB Il
TATA CARA PELAKSANAAN
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Bagian Kesatu
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 4
Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan setelah selesai
pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan kontrak.
PPK setelah menerima permintaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan yang memuat paling sedikit pernyataan
bahwa hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
kontrak.
Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, PPK
menyusun dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan bersama dengan Penyedia.
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan memuat paling

sedikit hak dan kewajiban penyedia dan PPK.

Pasal 5
PPK setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyerahkan hasil
pekerjaan kepada KPA.



KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif atas hasil pekerjaan.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administratif
yang memuat paling sedikit kelengkapan data dukung
pengadaan.

PjPHP/PPHP melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada KPA untuk dicatat ke
dalam daftar inventaris barang oleh Pejabat Pengelola
BMN.

Bagian Kedua

Serah Terima Sementara

Pasal 6
Serah Terima Sementara dilaksanakan setelah proses
pencatatan BMN ke dalam daftar inventaris barang
selesai dilakukan.
Serah Terima Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam keadaan mendesak.
Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. keadaan bencana alam maupun non alam;
b. hari besar keagamaan; dan/atau
C. penugasan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melakukan Serah Terima Sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, KPA/KPB mengajukan
permohonan persetujuan kepada Pimpinan eselon 1
Dalam hal BMN merupakan sarana dan/atau prasarana
di bidang transportasi, Pimpinan eselon 1 meminta
kepada direktorat teknis di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berwenang untuk melakukan
pemeriksaan atas kelaikan teknis atas BMN.



Pasal 8

(1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), KPB atau KPA selaku
KPB melakukan Serah Terima Sementara kepada unit
kerja yang diberi tugas untuk mengoperasikan BMN.

(20 Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara
tertuang dalam format A sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Serah Terima Operasional

Pasal 9
Serah terima operasional dilaksanakan setelah proses
pencatatan BMN ke dalam daftar inventaris barang selesai
dilakukan.

Pasal 10

(1) KPA/KPB mengajukan permohonan Serah Terima
Operasional kepada Pimpinan eselon I.

(20 Dalam hal BMN merupakan sarana dan/atau prasarana
di bidang transportasi, Pimpinan eselon | meminta
kepada unit kerja di Lingkungan Kementerian
Perhubungan yang berwenang untuk melakukan

pemeriksaan atas kelaikkan teknis atas BMN.

Pasal 11
(1) Dalam hal telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Pimpinan eselon | membentuk
tim internal yang ditetapkan oleh pejabat eselon 2 atas
nama Pimpinan eselon I.
(2) Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas wakil dari:



4)

-10-

a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan
BMN pada eselon 1l di tingkat eselon | masing-
masing;

b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;

c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan

d. UPT/Pejabat eselon II/Kepala Satker terkait.

Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara

kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang
dituangkan dalam berita acara administrasi dan fisik.

KPA/KPB mengajukan usulan persetujuan Serah Terima

Operasional kepada Pimpinan eselon 1.

Usulan Serah  Terima  Operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (4 melampirkan dokumen sebagai

berikut:

a. kontrak dan/atau perubahannya,;

b. berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,;

c. tindak lanjut Ilaporan hasil audit Inspektorat
Jenderal Kementerian Perhubungan yang
dinyatakan tuntas;

d. Dberita acara administrasi dan fisik;

e. foto barang yang akan dilakukan Serah Terima
Operasional;

f. fotocopy bukti pencairan APBN; dan

g. hasil perekaman dalam aplikasi SIMAK-BMN.

Dalam hal dokumen sebagaimana pada ayat (5 huruf a,

huruf b, dan huruf f tidak dapat dipenuhi, KPB atau KPA

selaku KPB harus membuat surat keterangan tanggung
jawab mutlak dengan memuat ketentuan paling sedikit:

a. pertimbangan atau justifikasi atas tidak dapat
dipenuhinya dokumen pendukung; dan

b. pernyataan tidak ada Kkerugian negara yang
ditimbulkan akibat dokumen yang tidak dapat
ditemukan.

Dalam hal usulan Serah  Terima  Operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, dilakukan

Serah Terima Operasional kepada unit kerja yang diberi



-11-

tugas untuk mengoperasikan BMN dan dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Operasional terdapat
dalam format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 12

Berita Acara serah terima operasional ditandatangani oleh

3 (tiga) pihak, yaitu:

a.

3

4)

Pihak Pertama dalam hal ini KPA/KPB sebagai pemilik
barang;

Pihak Kedua dalam hal ini Pimpinan eselon | sebagai
pihak yang menyerahkan BMN; dan

Pihak Ketiga dalam hal ini Pimpinan Badan Usaha Milik

Negara sebagai penerima atau yang mengoperasikan.

Bagian Keempat
Serah Terima Aset

Pasal 13
Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf a dilakukan setelah proses pencatatan
BMN dalam daftar inventaris barang selesai dilakukan.
KPA/KPB mengajukan usulan serah terima aset kepada
Pimpinan eselon I.
Pimpinan eselon | membentuk tim internal yang
ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atas nama Pimpinan
eselon |I.
Tim Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3
melaksanakan inventarisasi fisik dan administrasi antara
kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi yang
dituangkan dalam Berita Acara Administrasi dan Fisik.
Dalam hal usulan Serah Terima Aset sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disetujui, KPB menandatangani
Berita Acara Serah Terima Aset dengan KPB penerima
yang tertuang dalam format C sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 14
Serah terima aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf b dilakukan setelah adanya permohonan
pengalihan status penggunaan dari pengguna barang lain
kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal.
Menteri c.q Sekretaris Jenderal menugaskan KPB untuk
mengusulkan permohonan pengalihan status
penggunaan kepada Pimpinan eselon |I.
Pimpinan eselon | membentuk tim internal yang
ditandatangani oleh pejabat eselon 2 atas nama Pimpinan
eselon 1.
Tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan tugas:
a. penelitian dan evaluasi pertimbangan pengalihan
status; dan
b. melaksanakan Inventarisasi fisik dan administrasi
antara kontrak dan/atau perubahannya dengan
realisasi yang dituangkan dalam berita acara
administrasi dan fisik;
Pimpinan eselon | mengusulkan permohonan pengalihan
status penggunaan kepada Menteri c.q Sekretaris
Jenderal.
Menteri c.q Sekretaris Jenderal mengajukan usulan
kepada Pengelola Barang sesuai dengan batas
kewenangan.
Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Menteri c.q
Sekretaris Jenderal menyusun Berita Acara Serah Terima
dengan Calon Pengguna Barang Baru yang tertuang
dalam format C sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Berita Acara Serah Terima* sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi
eselon | sesuai dengan pendelegasian yang diatur dalam

Peraturan Menteri tersendiri.
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Pasal 15
Tim internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3
dan Pasal 14 ayat (3) terdiri atas wakil dari:
a. kepala bidang yang menangani urusan pengelolaan
BMN pada eselon Il di tingkat eselon | masing-masing;

b. biro yang menangani bidang pengelolaan BMN;

c. direktorat teknis yang mempunyai kewenangan; dan

d. UPT/Pejabat eselon II/Kepala Satker terkait.

Pasal 16

(1) Serah Terima Aset sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf c¢, huruf d, huruf e,
dan huruf f dilakukan setelah adanya:

a. Persetujuan Hibah;

b. Peraturan Pemerintah;

c. Keputusan Pemanfaatan; atau
d. Keputusan Penghapusan.

(20 Dalam hal telah terdapat persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) KPA/KPB melakukan serah
terima aset yang dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima Aset yang terdapat pada format C sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Prosedur Serah Terima BMN terdapat pada format B
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
AKUNTANSI BARANG ATAS HASIL PEKERJAAN

Pasal 18
(1) Setiap hasil pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus
persen) secara fisik di lingkungan Kementerian
Perhubungan harus dilakukan serah terima hasil
pekerjaan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara

Hasil Pekerjaan.
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Berita Acara Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun sebagai dasar pencatatan akuntansi
barang dan dasar pengajuan biaya operasional serta

pemeliharaan atas hasil pekerjaan.

Pasal 19

Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima kepada

UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, UPT yang

menerima BMN tersebut mencatat ke dalam daftar

inventaris barang.

Terhadap BMN yang telah dilakukan serah terima ke

Pemerintah Daerah atau pihak lainnya, UPT mencatat ke

dalam Daftar Inventaris Barang hingga terbitnya Berita

Acara Serah Terima Aset.

Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima

Operasional ke BUMN yang akan ditindaklanjuti dengan

penyertaan modal pemerintah pusat maka:

a. pelaksanaan pencatatan aset dilakukan oleh BUMN
yang menerima hasil pekerjaan tersebut;

b. Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke
dalam Daftar Inventaris Barang pada Aplikasi SIMAK
BMN akun Bantuan Pemerintah Yang Belum
Ditetapkan Statusnya; dan

Cc.  Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan

mengungkapkan ke dalam catatan atas laporan BMN.

Pasal 20

Terhadap BMN yang telah dilakukan Serah Terima
Operasional ke BUMN vyang tanpa tindak lanjut
penyertaan modal pemerintah pusat, Sekretariat
Direktorat Jenderal/Badan mencatat ke dalam Daftar
Inventaris Barang dan mengungkapkan ke dalam catatan
atas laporan BMN.

Serah terima operasional kepada BUMN tanpa tindak
lanjut penyertaan modal pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan
Kementerian Perhubungan kepada BUMN terkait.
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Serah terima operasional kepada BUMN tanpa tindak
lanjut penyertaan modal pemerintah pusat dituangkan
melalui berita acara Serah Terima Operasional dengan
ketentuan:

a. untuk fungsi penugasan; dan

b. tidak memuat Nilai Perolehan Kasil Pekerjaan

tersebut.

BAB V
MONITORING, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pelaksanaan monitoring dan pelaporan atas serah terima

BMN dilaksanakan oleh Pimpinan eselon | yang dalam

pelaksanaannya dilakukan oleh para kepala

bidang/bagian pada unit eselon Il di tingkat eselon |.

Pelaksanaan monitoring dan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan Aparatur

Pengawas Internal Pemerintah.

Monitoring atas serah terima sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. monitoring perbandingan realisasi belanja barang/
modal dengan mutasi penambahan aset;

b. monitoring pekerjaan yang belum selesai (konstruksi
dalam pekerjaan);

c. monitoring hasil pekerjaan yang telah selesai,
namun belum dilakukan serta terima;

d. monitoring hasil pekerjaan yang telah selesai dan
telah dilakukan serta terima;

e. monitoring hasil pekerjaan yang telah dilakukan
serah terima namun belum dilakukan penetapan
status penggunaannya; dan

f. monitoring pemanfaatan atas BMN.

Pasal 22
Pimpinan eselon | menyampaikan Laporan Monitoring

kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.



-16-

(20 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(3) Sekretaris Jenderal yang secara fungsional dilaksanakan
oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan BMN melakukan pembinaan secara berkala
terhadap Pelaksanaan Monitoring atas pelaksanaan serah
terima BMN di lingkungan Kementerian Perhubungan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit berupa:

a. penyusunan kebijakan terkait pengelolaan BMN;

b. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan
monitoring;

c. pemberian persetujuan atas usulan pengelolaan
BMN; dan

d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan sosialisasi

peraturan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 23
Pengawasan atas pelaksanaan Serah Terima BMN dilakukan
oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
Dalam hal terdapat BMN yang telah dilakukan Serah Terima
Operasional ke BUMN tanpa perencanaan dan akan
ditindaklanjuti dengan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat,
dilakukan pengungkapan ke dalam catatan atas laporan BMN
oleh Sekretariat Direktorat Jenderal/Badan.

Pasal 25
Ketentuan mengenai tindak lanjut pelaksanaan Serah Terima
Hasil Pekerjaan yang dilakukan dengan penetapan status
penggunaan BMN diselenggarakan berdasarkan Peraturan

Menteri Perhubungan mengenai pengelolaan BMN.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan
penandatanganan Berita Acara Serah Terima BMN yang telah
dilakukan berdasarkan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional
Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917)
masih tetap berlaku dan untuk pelaksanaan tahapan
selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil
Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1917), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 307
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LAM PIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 11 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SERAH

TERIMA BARANG MILIK NEGARA

Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

A. FORMAT BASTO KEPADA BUMN DITINDAKLANJUTI PENYERTAAN MODAL
NEGARA

BERITA ACARA SERAH TEJUNU HASIL PEKERJAAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPEK.ASIONAL

NOMOR

Pada kari TN T 33:aza] Bulan Tabun........... £ - - > yar.E
"berts.nc2s.~sn.Han difea-wala. ir.L

1. KUASA PENGGUNA BAR.ANG CKZPB) Satuan Klerja.
myang cliaijg:ka: berdasarkan Surat SCepumsan. Ivlenteri Paxfon'’bungan Nomor

Tafoun........ tsaisgal......con. s lanjutnya disebut asbaaai PIHAK PEKT.ANIA

I-. Pimpmaii EieLcu | -d lir.gkuugan Kerr.etitsriar. Perhubungan selaku. penerima pelimpaLan
weweaaug dan bertindak atas 2Adenten \mtuk mMmenandatangani Berita Acara
beidaEarkax: Peramrais 2vfenteri Perbubunsaa Ncmor . ... . .. islaji-utm-a dLEebut

PIHAK KEDUA.

1. PimpLuan Badan Uraha N.lilik Negaia Daersh rrBX TMJP—~"L=] berdasarkan  .......... ...
salanjutnym disebut sebagai PIHAK KETIGA

Yang selanjurjiya disebut...... e PAR.4. FTKAJEC

Pa-al 1
PIHAK PERTAMA menyerahican kepada PIHAK KEDUA Barang Muik Nesara
tabun. anssaran ... sesuai dengan datear terlampir.

Paral2

PIHAK KEDUA menerima Barana NSiLik Negara tersebut dan s«Lanjutnya m=nveral-.tau kauada
PIHAK KETIG A untuk dipergnnakan dalam tugas operasionall!.

Paial 3

PbHLAIsI KLE1TIG.A. menerima foasi! pekerjaan tersedu: aelanjutnya berke-wajiban menyediakan,
biaya pengelolaan yang maltpat: biaya operasional biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan

Paial4
PIH.\N\K PERTAJVLA. mencatat Barang NIliLik Negara tersebut Lee daLam aplikasi SIZVLAJEC 3>NnNL
padLa akun Bantuan Pemar-ntah ;,-ang Belurr. B-itetapkan Stamsnya «HPYBDS) pada dartai
inventarisasi fcaiang miliknya dan nsenguaigkapkan Baranh N.lilik Negara tersebut kedalam Catatan

atas Barang Ivlilik Nesrsra serta melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan 3MN. selanjutnya mengusulkan peuyenaar. modal negara,
atas basil pekerjaan tersebut

Pasal P

Lampiran Baiang 2liiik Negara yang ditandatangani oleb PARA PIH A K merupakan bagian yang
tLdak terpisahkan dalam Berita Acara Serak Terima Operasional Barang 2lilik Negaia ini.

Berita Acara Seran Teruna Qperasional Barang .WliLsk Negara ini akan ditinjau kembali apabila
dikemudiau foari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK PERT.ANLN PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA

MIP NIP
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BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA HASIL PEKERJAAN
UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM TUGAS-TUGAS OPERASIONAL

Pada hari ini.......... Tanggal.............. Bulan............. Tahun............. kami yang
bertandatangan dibawah ini:

.  KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) Satuan Kerja......ccocoriirriiiniiiiinieeeeieee
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : ...
Tahun........ tanggal.....ccccccoeenee. , selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) berdasarkan .............. ,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Yang selanjutnya disebut....................... PARA PIHAK

Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Negara

tahun anggaran................ sesuai dengan daftar terlampir.

Pasal 2
PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut selanjutnya berkewajiban menyediakan
biaya pengelolaan yang meliputi biaya operasional, biaya perawatan, dan biaya pemeliharaan.

Pasal 3
PIHAK PERTAMA mencatat Barang Milik Negara tersebut ke dalam daftar inventarisasi
barang miliknya dan mengungkapkan Barang Milik Negara tersebut kedalam Catatan atas
Barang Milik Negara serta melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Up. Biro
Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, selanjutnya mengusulkan Berita Acara Serah
Terima Operasional paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 4
Lampiran Barang Milik Negara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan ini.

Berita Acara Serah Terima Operasional Barang Milik Negara ini akan ditinjau kembali apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA

NIP NIP



B.

No.

ALUR PROSES SERAH TERIMA

Kegiatan

Sebelah  Pekerjaan  selesai
ICC®" Penyedia Ea?ar.g/Jasa
mengajukan pemintaan
tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan

PPK  memeriksa  hasil
pekerjaan  dan  membuat
Berita Acara Pemeriksaan

PPK  menyusun dan
menandatangani Berita Acara
Seralt Terima Hast! Pekerjaan
dengar: Penyedia
Ear.-nsTasa

PPK  memerahkan hasil
pekerjaart kepada KPA/KPB

disertai dengan kelengkapan
dokumen

KPA meminta 2 PPHP imtuk
melakukan pemeriksaart
Administrasi  atas  hasil
pekerjaan yang dituangkan
dalam Berita Acara
Pemriksaart Administrasi

Fj;FFHP  melaporkan liasil
pemeriksaan kepada
KPA/KPB

KPA/KPE ~ memerintahkan
Pgjabat Pengelolaan Barang
Milik Negara imtuk
melakukan  Penatausahaan
BMN/Pencatatan SIMAK
BMN sesuai dengan aturan
per.selclaan EMH

Alur Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyedia
Barang/Jasa

-21-

Pejabat
Pembuat
Komitmen

Unit Kerja
Kuasa

KPA/KPB

Peiabat/Paflitia
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan

(PifP

Pejabat
Pengelola
BMN
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Mur Proses Serai: Terima Operasional untuk EMN yar.= s-iak awal perencanaan diperuntukan
untuk diserakkan kecaia PEMDA. BUMN dan Piliak Lain

Pejabat
@aﬂ’l Kuasa Pengguna
Pembuat
. Anggaran/Barang
Komitmen
(KPA/XPB)
PPK

F?K menyerahkan hasil
pekerjaan kesada
KPA/KF'B disertai

dengan kelengkapan

dckumer.
Dalam rangka Serah
Terima untuk

dioperasionalkan pihak

lain. K? KPE
mengajukan usular.
serah terima
operational kepada
pimpinan unit Kkera

Eselon 1terkait

Unit Kerja Eselon 1
membentuk tint
internal untuk
melakukan
ir.rer.taris.ati
alminis.trasi dan fitik

Berdasarkan Berita
Atara Inventarisasi
Fisik dan Administrasi
tim internal
melaporkan kepada
Pimpinan Uni: Kera
Eselon | dar. membuat
Berita Acara Serah
Terima Operasional
untuk ditandatangani

Penandatanganan
Eer.ta .Acara Serah
Terima Operasional
BASTC

Urut Kor-a

areal

Unit
Kerja
1seion 1

Pihak yang altar,

mer.gcperasionaik.au
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Uur Frcsei Serah Terima Ale: yang akan dialihkan status penggunaanya kepada pengguna barang

No.

.".eEiatan

Fermor.cnan pengalihan
status »ens;gunaan dari
Pengguna Barang lain
kepada Mentari c q Sesjen
telaku Fer.gguna Barang
dan menyampaikan Surat
kesediaan menerima
barang

Menteri 1.1 Sekretaris

Jenderal menunaikan
KPA/KPE mengajukan
utular. tsrait terima
operasional kepada
pimpinan unit kerja

Eselon lterkait

Unit Kera Eselon |
membentuk tim internal
untuk melakukan

inventarisasi administrasi

dan titik

Berdasarkan Eer.ta Acara
Inventari tati Fitik dan
Administrasi, tim internal
melaporkan kepada
Unit
Eselon 3 dan mengajukan

Fimpinan Kerja

usulan pengalihan status

penggunaan kepada
Menteri t.c Sekretaris
Jenderal

Menteri c.q Sesjen
mengajukan usulan
pengalihan status
penggunaan kepada
Pengelola Barang sesuai

dengan batas kev.-enangan

Berdasarkan persetujuan
Fengelola Earani;
dilakukan

Penandatanganan Berita

Atara Serah Terima Atet
3A37C dengan Pengguna
Barang Lain

Kuasa
Peni>:una

lain

Tim
sterns

Unit Kera
Urut Menteri c.c -engguns
. Fengelola
Kera Sekretaris Barang
itelcn | Jenderal lain Barang
f f o
L
J
v  ®_J



C. Format Eerlta Acara Serab Terima Aset (BAST)
(FormatBAST Aset kepada Kantor ITT:

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET .......
UNTUK DIPERGUNAKAN' D.ALAM TUGAS-TUGAS OFERASIO=AL

NOMOR :

Pada jari mi............ Tanssal......... .Bidan.......... Talam....coooeeeee e selaku
KUASA PES'OGUS'A BARANG (KPB : Satuan

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ...
Tahun......tanggsL........cccce..e. . selanjurnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

H. Kua*a Pengguna Barang (EPE) Unit Kerja Yang ifcjj; mengoperasionalkan
............................................................... . selanjutnya disebut sebagai FIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada FIHAK KEDUA hasil pekerjaan...........cc.ccooveene e
T--r- anggaran............. sesuai dengan daftar terlampir untuk dipergunakan dalam mendukung
tugas, dan fbngsi.|

Pasal 2

PIHAK KEDUA menerima, basil pekerjaan tersebut untuk dipergunakan dalam tugas-tugas
rperasimal. selanjutnya berkewajiban menyediakan biaya pemeliharaan pengoperasian user, hasil
pekenaan sebagaimana teilampir

Pasal 3

PIHAK KEDUA mencatat basil pekerjaan tersebut kenalan: iaftai inventarisasi barang miliknya
melaini Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Eaiang Milik Negara 'SIMAK
BMN)i dan melaparkan secar a benernang kepada Sekretaris Jenderal Ur Biro Layanan Pengadaan
dan Pengelolaan ETCT serta mengusulkan Penetapan Status Penggunaan atas basil pekerjaan
tersebut.

Pasal d

Daftar Lampuan Hasil Pekerjaan lengkap ditandatangani olah FIHAK PERT.AMA dan PIHAK
KEDUA merupakan bagian yang tidal: terpisahkan dalam Eeiita .Acara Serah Terima Aset

Eerita Acara Serah Terima Aset mi akan ditinjau kembali apabila dikemudian han ternyata
terdapat kekeliruan.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

PIHAK PERT.ALLA PIHAK KEDUA
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(Format BA>T Aset kepada Pengguna Baiang lain)

KOP
KEMENTER AN/
BADAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA................
BERUPA..................... Genis BMN) PADA ..o, KEPADA. ..o,
Nomor ;
Nomor :
Pada hari ini . tanggal ........ bulan . tahun ... Kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
1 Nama ...
Jabatan Pimpinan Ese on | {sesuai pendelegasian Kewenangan)...
Alamat :
dalam hal im bertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang pada
Kementenan/Badan...... ., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama ...
Jabatan : ...
Alamat

dalam hal in Dbertindak untuk dan atas nama Pengguna Barang pada
Kementenan/Badan............. selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut
PARA PIHAK.

Berdasarkan Surat ... NOMOr e tanggal
................. tentang Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara paoa
Kementenan ............ kepaca Kementerian .................. , PARA PIHAK dengan ini
menyatakan sepakat untuk me aksanakan serah terima Barang Milik Negara berupa
................... yang terletak d...................... dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam lamp ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah
Terima in dengan ketentuan sebaga herikut:

Pasal 1
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima Barang Mi ik Negara dari PIHAK KESATU berupa...... yang tehetak
(o [ IO dengan dokumen-dokumen berupa:
a. Asli Sertifikat......
b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Penetapan Status

Penggunaan Barang Mil k Negara paca Kementerian............
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Pasal 2

Terhiturg sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Ter™a ni

Segala kawa. oan dan tanggung jawab atas Bs'arg k-Mk Negara berupa
.................. serta dokumer-dokumer te'seb ut berai n dari PIHAK KESATU keoaca

PIHAK KEDUA

Pengelc aan Ba-ang V lik Negara sebagaimana c maksuo pada Pass: 2 hu-uf a

selanjutnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai cergar ketentuan

peratu *ar peru ndang-undangar:

Pasat 3

Apabi a di kemudian oa' ternyata terdapat <ekelirusr dalam Berts Acara Serah terms
N akAP-diacakar- perbaikan seoagaimans mestinya.

Demikian Berita Acara Seran Teri—s ni csbuat dengar sebenar-benamrya ds am rangkao
4 (empat) 2 idus) diantaranya c oubuh matera secukupnya sets 2 (cua) diantsranya
tanpa dibubuhi maters ditardatargani cleh PARA PIHAK dengan kekuatan hukum yarg
=N\033.untuk c pe-gunaksn sebagaimana mestinya tlengsn oenuh targgung jawab

PIHAK KESATU FIHAK KEBJA
Ke—ente-ar Eacsn Ke'-ente-ar Eacsn
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(Format EAST Aiet kepada Pemerintah Daeraki

KOP
KEMENTERIAV PERHUBUNGAN PEMDA
D A\
PEMERINTAH (PEMDA)
BERITA ACAR.A SERAK TERIALABARANG-
............................ NJjeiris bataugi D l.....ccoveeeennnns
KEP.ADA PEMERINTAH .............. iPEMDA)
Nomor © . e
Nomor : ..
Pada Hari ini Tanggal ...coviiiii e ‘certamyat di Jakarta, kami yang
bertandatangan dr bav.ah ini:
1. Nama NIP ;namsa Sekretaris ‘bnder.aLXegaJa BiroLPPBMt'IDarien Kabadan; NIP.
Jabatan L e
Alamat L e e
Selanjutnya diseburt FIHAK PERTAMA;
2. KamaNIP juama bupati walikota kepala Pemeriutshau Baerall;
Jabatan
2 £ -

Selanjutnya d-iseb-l.Jt PIHAK KEDUA:

dengan mi menyatakan sebagai berikut:

1

PIHAK PERTAMA menyerahkan. kepada FIHAK KEDUA Earaug Milik Negara berupa
...................................... di  ..cceieiiiiiiiieieeeee... sebagaimana. tertancum dalam lampiran

Berita Acara ini.

Penyerahan ini dilakukan dalam rangka Hibah dan Kementerian Perhubungan Pl kepada
Pemerintah .............. (Pemda.) berdasarkan Perataran Pemerintah Nomor 2~ Takun 2014
tantang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, Perataran Menteri Keuangan Nomor
111 PMK.Ofi HIb tentang Tata Cara Pelaksanaan. Psmindahtanganan Barang I.Llik Negara
dan Peraturan Menteri Kenangan Nomor £1 PM.EK.Cd 2016 tentang Tata Cara PelLakssuaan
Pemusnahan -dan Penghapusan Barai;g Milik Negara serta Persetujuan Menteri Keuangan
melalui Sura:........... An. Menteri Keuangan Nomor ............ ‘Wuiggf?............ perihal Hibah
Barang Milik Negara (BMN) Berupa.............. ;jarsis BM N) pada Kamenterian Perhubungan
(terlampir) dan Naskah Perjanjian Hibah Kemer.terian Perhubungan Pl dengan Pemerintah
—  Motr.tro.............. Tanggal......cc......... tentang Hibah Earang Milik Negara (BEDi) Berupa
............... di.ceenrenn..... (terlampir).

Jenis. Jumlah dan Nila; Perolehan Barang Mhlik Negara yang akan diserahterimakan
sebagaimana dimaksud rada butir 1 sebesar ?r ..o e (. rupiah).
sebagaimana terlampir.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruar; dalam Eerita A tara Serah Terima int.
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

D emikian Berita .Acara im dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestnyu.

PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA,

Salinan Berita .Acara ini disampaikan kepada:

1

Menteri Keuangan R1 di Jakarta

2. M euteii Perhubungan RI di Jakarta;
3.
4

Sekretaris Jenderal Kementeriuu Perhubungan Pl di Jakarta;
Direktur lenderal Kerala 3adau. Kementerian Perhubungan PJ di Jakarta.
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(Format EAST Ajet liaii] tindak Lanjut pemaufaatau BAIN}

EEKITA ACARA SEE-AH TERIhLA OBJEK KERJA S.ASLA PEKLAhTFAAT.AN B.AFLAVG

AOLIK NEGARABERUPA ..., LU P.ADA KANTOR
NOMOR :
_ [
l. Pada ban im. Tanszal............. kulan........... Tahun......ocooiiii e selaku
KUASA PENGGUNA BARANG (KPBJ Kantor s

yiiig diangkat berdasarkan Surat Keputusan t[antari Perhrabungam. Nc-mar  .......
Tahun...... tanggal.......c.c...... . seLanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

D. Paapai'.r Eadan Usaha. MiLik Negara Daerah. '(BUJ.£S' D) Direktur Utama Badan Usaha
........................................................... ;elan cdi" a disebut sebagai PIH.AK KEDUA.
Pasal 1

1 PIHAK PERT.Ah.LA menyerahkan kepada PIHAK KEDUAObjak Kerja Sama
Pemanfaatan Barang Milik Negara berapa....ccccccoeieiiiiiiiiiiii e, sesuai dengan
daftai terlampir untuk dipergunakan dalam ruga;- raga; rperasirnal

2. Penyerahan mi dilakukan dalam tangka Kerja Sanaa Pemanfaatan Barang h.Llik Negara
dari Kantor . ... DitjenBadan........cc.......... kepada Badan Usaha
.................................................... berdasarkan.

a. Peratuian Pemerintah Nomor 2~ Tahun 101-4 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara Daerah.

b. Peraturan Menteri Kenangan Nomor -SPM K Cf d014 Tentang Tata Cara PelLak;anaan
Pemanfaatan Earang Milik 1-Segara.

c. Persetujuan Menteri Keuangan Kamar tanggal ...l perihal
Persetujuan Ken a Sama Pemanfaatan KSP) Barang Milik Kegaia Berupa.......cc.c........
pada Kementenan Perhubungan.

d. Perjanjian Kerja;ama antara Kantrr........oooccooviiinineennen. DrtjenBadan.................
dengan Badan Usaha .......cccccocceiviiininnnne. Nomor ...cceeeeeeennns dar ..
tanggal ......coceiiiiiiiinnns

3. Jenis. Jumlah dan Nilai Perolehan Eaiang Milik Negara yang akandiserahterimakan

;ebag3imana dimaksud pada butir 1 sebesar P.p............. L

sebagaimana terlampir
Pasal 2

PIH-AK KEDUA menerima Objek Kerja Sama Pemanfaatan Earang J-Llil-- Negara berupa
....................................................... tersebut untuk dipergunakan dalam tugas-ruga; operasional dan
;elaryutnya berketvajiban menj-ediakan biaya pemeliharaan.

Pasal 1

Objek Kerja Sama Pemanfaatan Earang Shirk Negara berupa ......cccoiiiiiiiiiiiiis ceeviieeeennn,
dimaksud, tetap diratat oLeh PIH-AK PERT.Ah.LA dalam, daftar inventarisasi barang miliknya dan
direklasifikasi menjadi A;et Dalam Kemitraan, melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan
~Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK ES.L1: pada Kantor  .....ccccooiiiiiiiiiiieiieieeeeeee,

Pasal 4

Lampiran Objek Kerja Sama Pemanfaatan Earang Miiik Negara b-erupa
............................................... ISSg, ditandatangani oleh PIHAK PERT.Ah.LA dan PIHAK
KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan daLam Berita Acara Serah Teruna Objek Kerja
Sama Pemanfaatan Barans h Cilik Ne eara inr.
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Eerr.a Acara 2eraa Terima ini akan drinjar Icembali. apabila dikanr-idian lu c ternyata tercapa:
kekeliruan

Yang lenyerahkan Yana Menerima

PIHAK p: .MA PIHAK KEDUA

Salman Serna A.cara ia: diaaanpaikan keraia:

Sekretaris Jenderal Kemennus:

Inspektur Jenderal kemenhub;

Daeknrr Jenderal Perhubungan Kepala Eadan........
3irc Layanan Pengadaan ian Pengelolaan EMX;
Sesditjea PerLubungan Sesbadan ..

o P wdNpR

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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